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ATASMULTEPARTAI
e PERKEMBANGANMM
e 'POLITIK HUKUM

Oleh Prof Di" Jea:ze Nelzye Saljy, S H M H

.'A. Pengantar _ SR e T _
' Muitxpal tal yang merupakan wadah untuk mengeluarkan pendapai
-' ;setelah 1eforma31 sampaz saat ini, bahkan pemah adadi negara klta setelah
'kelnerdekaan mengalalm pasang sumt daiam keberadaannya Ada yang
| mencatakan multxpanai bermanfaat untuk membangun demokrasi dalam
kehidupan berbangsa dan ada yang beranggapan bahwa multipartai | beium
saatnya dliaksanakan di Indonesia. Para pengamat pohtzk beranggapan bahwa
keberadaan parta1 setelah kemerdekaan tidak dapat menyelesaikan mas*ﬂah
sehingga dibubarkan, bahkan ada pula yang men 1gatakan bahwa membangun
partai-partai adalah kesalahan besar.” Dan dari pihak anggota masyarakat
kurang berminat memanfaatkan suaranya. Hal itu dapat dilihat dalam
pemberitaan di media masa tentang penggunaan hak suara di wilayah Jawa
Barat, misalnya Depok dalam rangka pemilihan Gubemur. Wilayah Depok hanya
menggunakan suara yang sangat minim dibandingkan dengan jumlah
penduduknya.’

Sejak reformasi sampai saat ini, dalam jangka waktu 9 (sembilan) tahun,
hukum (peraturan perundang-undangan) yang mengatur kegiatan politik
mengalany 3 (tiga) kali perubahan. Hal itu disebabkan perkembangan kebutuhan
masyarakat menimbulkan keragaman pandangan. Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1999 tentang Partai Politik (UU No. 2 Tahun 1999 tentang Parpol)
hanya berlaku dalam jangka waktu yang singkat, 2 (dua) tahun, diganti dengan
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (UU No.31
Tahun 2002 tentang Parpol) karena dianggap multipartai yang sederhana lebih
efisien dan sehat dalam proses pemilihan umum. Berlakunya UU ini hanya 6

 Prof. Dr. Jeane N Saly. Paper berisi kumpulan pandangan Penulis dalam beberapa Artikel dan
pemaparan dalam seminar-seminar, baik dengan pihak asing maupun pihak nasionai tentang Fungsi
Hukum, Politik Hukum, dan Negara Berkembang, Jakarta, 24 April 2008.

® Makmur Makka, Demokrasi Pasar, http//www.xsdallali~peace/pubind/mb/multipar.himl, 14/06/
2005, Last Update: 07/07/2005,

*  Kompas, Sinar Harapar, dan Media elektronik, awal Aprii 2008.
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g '(enam) tahund1gant1 denganUUNo 2Tahun2008 tentang PartaxPohtik(UU L
~ No, 2 Tahun 2008 tentangPartalPohtzk) karenadipandangpeﬂu menampung_;_'
B 'kebutuhan masyarakat ma_] emuk yang beragam yang memmtut penmgkatan i o
B peran ﬁmgsa dan tanggung 3awab partal p011t1k daIam kehldupan demokra51 SRR

o secara konstltusmmi

. Pemujudan tujuan yang mgm dlcapaz 1na31h mengaiamz kendala Asas | -
. '_demokra::u menge}uarkan p@ndapat/suara temyata masih belum d1paham1 oleh "

- masyar: akat Para pengamat pohtik antara lain Graﬁta mengatakan bahwa

i 'beium saatnya prmsxp demokra31 dlterapkan pada pemlhhan umum. Hal ini o

- d1sebabkan keadaan masyar. akat Indonesia yang tidak setara dalam bidang
pend1d1kan bel ak;bat tldak dapat me1111a1 kompetens; seorang permmpm yang
akan menj jadi leader. - ' :

B.. Permasaiahan S
1. Bagannana dinamika hukmn paﬁai polmk dan pengamhnya terhadap bidang
. lain dalam kehidupan berbangsa sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2008 tentang Partai Politik? -

2 . Bagaimana pelaksanaan politik hukum dan kendaianya dalam memenuhi
kebutuhan multipartai masyarakat Indonesia yang heterogen?

C. Pembahasan
1. Dinaniika Hukum Partai Politik dan Pengaruhnya Terhadap Bidang
1ain Dalam Pembangunan Negara

Para pakar mengatakan, antara lain Bagir Manan,” bahwa hukum saling
mempcngémhi dalam dirt hukum itu sendiri tetapi juga pada bidang-bidang lain
di luar hukum. Kegiatan parpol yang ditentukan dalam hukum/peraturan
perundang-undangan apabila tidak berjalan sesuai dengan fujuan hukum ity,
maka bidan g lain di luar hukum akan terpengaruh, baik atau buruknya. Hal itu
benar karena hukum bukan hanya aturan (legaf substance) saja tetapi juga
ada aspek lain di luar hukum yang mempengaruhi tujuan dibentuknya hukum

*  Qrafita, Demokrasi, Perayataan Kehendak Melalui Partai, dan Hak Suara Anggota Masyarakat,
Surabaya Post, Surabaya, Maret 2008,
*  Bagir Manan, Bahan Kuliah Pascasagjana (S3), Universitas Padjadjaran, Bandung, Maret 1999, hlm. 5.
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_ itu dalam perwujudannya. Sebagaimana dikatakan oleh Friedman,® masxh ada
2 aspek lain, yaitu legal structur, dan legal culfure. Tentunya masih banyak
pandancran pakar tentang terwujudnya tuguan hukum, misalnya ditunjang oleh
sarana prasarana, mekanisme yang baik, dan sebagainya. b

Dalam kaitan dengan kegiatan multipartai yang perlu dibenahi agar tujuan
' "dzbentlﬂmya UU parpol dapat terwujud disamping aspek sarana pxasarana
dan mekanisme pelaksanaannya adalah legal cilture, kesadaran akan ) uan
hukum (UU parpol) tersebut: Apabﬂa tidak: dermk}an keberadaan partai yang
beracram akan mempengaruhl b1dang—b1dang dan menghambat pembangunan
ekonomi. - :

Hukum yang mengatur kegiatan politik terus berkembang sesuai
perkembangan dalam masyarakat yang sangat cepat sebagai akibat arus
globalisast yang melanda kehidupan manusia saat ini. Hal itu terjadi pula dalam
pembentukan hukum yang berkaitan dengan kegiatan politik di Indonesia.
Dinamika hukum sebagai dasarkegiatan multipartai terus diubah sesuai dengan
berkembangnya masyarakat. Sejak Indonesia merdeka pengaturan hukum
multipartai terus berkembang sesuai dengan berkembangnya masyarakat. Saat
reformasi kegiatan multipartai didasarkan pada pertimbangan untuk menanggapi
ditegakkannya hak asasi manusia melalui pembentukan partai politik.

UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik yang merupakan dasar
hukum pelaksanaannya dibentuk sebagai tanggapan atas ketentuan Pasal 28
UUD 1945, yang menentukan hak warga masyarakat untuk berserikat,
berkumpul, dan menyatakan pendapat. UU ini tidak membatasi jumlah partai
yang dibentuk oleh rakyat. Melalui partai politik rakyat dapat mewujudkan
hak untuk menyatakan pendapat berkaitan dengan arah kehidupan berbangsa
dan bernegara. Keragaman pendapat dalam masyarakat melahirkan keinginan
untuk membentuk berbagai partai politik sesuai dengan ragam pendapat yang
hidup dalam masyarakat. Dengan demikian pada hakekanya negara tidak
membatasi jumlah partai politik yang dibentuk oleh rakyat. UUNo. 21 Tahun
1999 tentang Partai Politik dianggap tidak dapat menampung perkembangan
masyarakat serta perubahan ketatanegaraan, dan oleh karena itu perlu

¢ Friedman, Ed Candy, How to Build Character to Implementation The Law, Harvard Univ rersity,
Boston Masatchusstetts, USA, p. 121,
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- d}perbahaml Oleh sebab itu UUini dlgann dengan UUNo. 31 Tahun 2002

' tentang Partai Pohnk dan 6 (enam) iahun kemudian dlbentuk UUNo.2 Tahun o
2008 Tentang Partaa Politik. leentu}mya UUim sebagax aklbat pexkembanoan L
_ masyarakat yang maj emuk menuntut adanya dasm hukum bag1 sarana partisipasi . -
pohnk masyarakat Tujuan pembenttﬂ{almya yaltu untuk mewujudkancita-cita
' nasmnal ban gsa. Indonesm dalam menjaga dan memehhala keutuhan Negara - -
g Kesatuan Selanjutnya untuk mengembangkan 1<eh1dupan demokrasi berdasmkan .

] Pa.ncasﬂa dai'u'n perkemban ganmasyar, akat Indonesia yang mag jermnuk,

UU No 3 1 Tahun 2002 tentang Partaz Poht}kbeium optimal menampmlg. "

: -dma]mka masyarakat yang menuntut peran serta pohuk dalam kehidupan
berban gsa dan bernegara serta tuntutan mewujudkan partai politik sebagai
organisasl yang bersifat nasional dan modern. UU ini mengakomodasi beberapa
paradigma bart seiring dengan menguatnya konsol1das1 demokrasi di Indonesia,
melalui sejumlah pembaharuan yang mengarah pada penguatan sistem dan
kelembagaan partai politik, yang berkaitan dengan demokratisasi secara internal
dari partai politik, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan
partai politik, peningkatan kesetaraan jender dan kepemimpinan partai politik
dalam s_i__stem nasional, berbangsa dan bernegara.

| Pengaturannya antara lain tentang pendidikan politik dengan
memperhatikan keadilan dan kesetaraan jender yang ditujukan untuk
meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban, meningkatkan partisipasi
politik, dan inisiatif warganegara serta meningkatnya kemandirian dan
kedewasaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Atas pertimbangan
tersebut, pendidikan politik terus ditingkatkan agar terbangun karakter bangsa
yang merupakan watak atau kepribadian bangsa Indonesia yang terbentuk atas
dasar kesepahaman bersama terhadap nilai-nilai kebangsaan yang lahir dan
tumbuh dalam kehidupan bangsa, antara lain kesadaran kebangsaan, einta tanah
air, kebersamaan, keluhuran budi pekerti dan keiklasan untuk berkorban bagi
kepentingan bangsa. Dalam UU ini ditentukan larangan untuk menganut,
mengembangkan, dan menyebarkan ajaran komunisme/Marxisme Leninisme,
sebagaimana diamanatkan oleh Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966.

Tap MPRS i diberlaluikan dengan memegang teguh prinsip berkeadilan
dan menghormati hukum, demokratik, dan hak asasi manusia.

Tujuan pembentukan undang-imdang tersebut adalah untuk menjamin
kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengemukakan suara sebagai hak
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‘asasimanusia 1mtuk mewujudkan kehidupan berkebangsaan yang kuat daiam
negara kesatuan  yang merdeka, sesuat dengan isi konstltusx negara, UUD 1945

Apabﬂa diamatl maka temyata asas demokl asi yang diterapkan dalam
- :pendxdakan béijjaﬁal dan berlap1snya taraf pendadlkan ang gota masyeu akat
' Sesual dengan hasil pengkajlan beberapa penoamat politik, antara lain Rauf /
* mengemukakan bahwa banyaknya partai memmbulkan masalah ba.ru bag1
. pemenntah Keaéaan itu terjadi sejak kemerdekaan sampai saat ini.

“Saat pemermtahan setelah kemerdekaan d;anggap banyaknya parteu
han lya memmbuh{an kesulitan dan mengganggu ketenangan masyarakat. Partai-
partai salmg melakukan perlawanan dan tidak bisa menyelesaikan masalah,
maka saat itu diadakan kampanye untuk “menguburkan partai- partai”.

- Tantangan yang dikadapi adalah anggapan bahwa dengan dibubarkannya parta:l
partai maka terkuburlah demokrasi, demikian pandangan sebagian besar tokoh
politik yang tidak menginginkan hapusnya multipartai,

‘Salah satu kelemahan utama partai politik setelah masareformasi, adalah
tidak berperan secara optimal sebagaimana fungsinya sebagai partai. Partai
politik hanya semata-mata muncul kurang lebih menjadi “perantara” bagi para
elite partai atau siapa saja untuk menduduki kekuasaan. Hal ini bisa terjadi,?
karena kesalahan lahir. Ketika pemerintahan Orde Baru “lengser keprabon”
dan menyerahkan jabatannya kepada Wapres pada saatitu (tahun 1998), sesuai
ketentuan UUD 1945, sejumlah tokoh, termasuk tokoh partai mendesak untuk
menyelenggarakan pemilu dalam waktu paling lama tiga bulan. Hal itu ditolak
Kepala Negara dengan pertimbangan belum adanya UU politik baru yang
merubah sistem kepartaian, dan yang akan berkuasa kembali adalah kekuatan
politik Jama yakni partai yang besar, karena orpol inilah yang sekarang memiliki
infrastruktur partai yang kuat. Diperlukan waktu minimal persiapan satu tahun.
Setahun kemudian sesuai perkiraan, terbentuklah UU No. 2 Tahun 1999

tentang Partai Politik. UU ini memberi kebebasan berdirinya partai baru, dan
tidak melarang jumlahnya, namun sangat disayangkan karena pada umumnya

? Rauf Andika, Pendidikan Politik dan Demokrasi Dalam Mengelvarkan Suare, Surabaya Pagi, Surabaya,
Desember 2007, him, 3,

¥ AMakmur Makka, Op.cit,, hlm.1.
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- parta; yang berdm onentasmya hanya kekuasaan Baga;mana dengan segera
.-menggannpwszden yang dﬂcatakannya“tranam” dan* ‘statusquo’, kemudlan__- o '

-menduduk1 kursi keples1denan dan membagi-bagl jabatan ‘menteri-menteri. -

_ Palapengamat politik, antara lalnLuknnan mengatakanbahwapm‘tal—partal_:.: '_
mdmkan hanya un*ukmemenu‘m syarat admnnstlatif belaka, ‘Zvlag‘mm”partaz e

..yang muhlkqnulukhanya selesal diatas kertas Terkabul I(etﬁ(a paraplmpman_'_ -
© partai 1tu akhlmya bisabeikuasa dan mendudulq jabatan pentmg, maka seiesallah_. '_: [

_'_'_"-':tugas partaa 1tu

hasﬂ mtﬁ{tamar kongres, yang dmon;olkan adalah hanya perebutan Jadi
pnnpman partai, bahkan kalau perlu lahir pengurus kembar. Jarang partaiyang
melakukan fimgsi pendidikan politik pada kader - jika memiliki kader. Tidak
ada “political sosialization”, atau memelihara konsensus dalam masyarakat
mengenai program dan cita-cita partai yang mungkin sedang berkuasa.
Bandingkan partai-partai yang didirikan sebelum pemilu 1955. Partai-partai
dibentuk dengan kohesi berbagai ideologi dan agama yang jelas dan solid,
seperti islam, nasionalis, sosialis, komunis, katholik, kristen serta dipimpin oleh
tokoh yang kharismatik yang sudah biasa dalam gerakan politik sebelum
Indonesia merdeka. | :

Saat ini, menurut Embong Pranata,'’kegiatan partai yang menonjol dan
sangat dominan, hanyalah fungsi partai sebagai “mobilization of voters ", baik
menghadapi pemilu nasional yang lalu maupun dalam pilkada gubernur dan
kepala daerah, Ini setali tiga uang, urusan kekuasaan lagi. Dalam pilkada, bahkan
partai seperti kehilangan inisiatif. Yang muncul pertama kali adalah inisiatif para
~ calon, partai kemudian dikendalikan oleh para calon yang punya uang dan
punyakharisma. Partai hanya memberikan stempel dan legitimasi yvang bukan
tidak mungkin melahui tawar-menawar materi. Itulah scbabnya banyak muncu]
calon ganda dari satu partai, atau calon yang sebenamya tidak terpuji dalam
masyarakat, melenggang jadi calon,

*  Surabaya Pos, Keberadaan Parlal, dan Manfaatnya Bagi Pendidikan Politik, Surabaya, 20 Oktober
20006, hlm. 3.

" Embong Pranata, Surabaya Pagi, Fungsi Partai Dalam Membangun Bangsa dan Pelaksanaan Asas
Demokrasi Berdasarkan UUD 43, Surabaya, Februari 2008, him. 3.
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Pandangan masyarakat dz atas menunjukkan bagaimana kegiatan paﬁai _

- .'p{)htlk yang belum secara optuﬂal melakukan akt1v1tas untuk mencapai “é.:u}uan
' .'yang dlmgxrﬂmn Lmttﬂﬂnembangtm bancsadanneoala Hukum cukup memadal,
namun aspek karakter para elit perlu dibancun (chczi actei Dbuilding) untuk
- memahaml kebeladaan mwsyarakat yang ‘heterogen dan bukan
o memanf'latkannya dan ak’m beraklbat tldak kendumfnya bag1 lancamya

_ Aklbat dan keada:m ini akan mempenoaruhl aspek lain yang ada sepertl
terhambatnya pembangwmn di segala bidang, | terutama bidang ekonom;
Investor akan kurang berminat menanamkan modalnya di Indonesia. Padahqi
di era globahsa& saatini, investasi ke luar dan yang datang di suatu negara
s_u_d__ah dihilangkan hambatannya melalui prinsip persamaan perlakuan (driike!
HIWTO). Bahwa investor asing diperlakukan sama dengan investor domestik.
Dan tentunya akan menipengaruhi peningkatan ekonomi nasional, baik melalui
transfer of technology, penyerapan tenaga kerja, manajemen, dan sumber
daya manusia.

- Selain itu keadaan tersebut menimbulkan keengganan masyarakat untuk
ikut berpartisipasi dalam berpartai. Padahal dalam kegiatan politik yang
berasaskan demokrasi, semua memiliki peluang masuk dalam parpol termasuk
para investor domestik. Namun saat ini konglomerat merasa kurang berminat
karena keberadaan parpol yang masih perlu dibenahi. Kurang berminatnya
pelaku ekonomi termasuk konglomerat tidak tertarik menggunakan peluang itu
dapat dilihat dalam pernyataan-pemyataannya dalam media-media masa dan
elektronik.

Pelaku ekonomi sebagai salah satu aspek penunjang ekonomi nasional
tidak akan ambil pusing dengan siapa yang akan menjadi pemimpin, Yang penting
adalah terciptanya suasana politik dalam membangun bangsa ini secara aman
dan damai. Hal itu dapat dilihat dalam pandangan yang dikutip dari Retno
Yulianty," tentang adanya beberapa hal dalam pernyataan juru bicara
kongklomerat. Konglomerat Indonesia tidak akan ambil pusing terhadap
perubahan kepemimpinan nasional (presiden), siapapun yang menggantikan

" Retno Yulianti, Multi Partai Adalah Jalan Keluar Demokratis Bagi Politik indonesie, http://
www.xs4all.ni/~peace/pubind/mb/multipar.html, Jakarta, 10 April 2008.
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- '1tau menjad;, pleszden tldak menj ad1 mfxsaiah sej auh dapat men; amin stabihtas_'-_
. ekonoml Indonesm 1 P1mp1nan nasmnal harus dapat menjaga keamanan o
3kongi0merat untukmengembangkanmodainya Kamnkonglomerat memilih -

men}ach penonton saja dan tidak akan aktif dalam poh’ak indonesia.

. Kaum konglome; at te:rsebut tidak akan melar}kan dm ke 11.1&1 negen jﬁ(a E _. R
_ada knms karena semua moda1 mer eka ada di dahm negen dan tidak mungkm -
_' ': -dﬂamkan kcluar ne gen Be1 dasalkan pemyataan 1&1 dapat dlgambarkan bahwa L

- kepentmgan mer eka (yan g bemangkutan keamanan modal) diserahkan begitu .

' saja pada pohtlsl

- Padahal dalam pra}\tcknya mea ekaiah yang palm g banyak terlibat
terhadap kebijakan politik negar a selama ini, dari soal | perampasan tanah rakyat,
penyogokan birokrasi, sistim pengupahan dan kese jah_teraan kaum buruh,
manuver terhadap partai-partai politik, sistem keamanan nasional (dari soal
penyelundupan kayu, miras sampai ekstasy ), eksistensi kapital dan pemiliknya
yang tidak akan kemana-mana jika ada krisis. Padahal sudah juga menjadi
rahasia umum bahwa kaum kapitalis secara diam-diam melempar modalnya
dalam bentuk investasi di luar negeri jauh-jauh hari sebelumnya. Seperti yang
dikemukakan oleh Intelektual dalam Media Indonesia (10 November 1996)
juga. Keadaan tersebut perlu dibenahi agar tidak terjadi sebagaimana di negara-
negara lain seperti Uni Sovyet. Dari keadaan disintegrasi akibat permainan
politik akan mempengaruhi disintegrasi bangsa.

Dart pengalaman Soviet Union, menunjukkan bahwa kontradiksi di dalam
negeri, akan mengundang kepentingan Luar Negert, dalam hal ini Kapitalis
negara-negara maju, seperti Amerika dan Kapitalis Eropah Barat untuk
mempercepat proses krisis dan memenangkannya. Setelah rezim Gorby (dan
slogan glasnost perestroikanya) jatuh maka penggantinya adalah seorang veltzin
yang melempengkan jalan kapitalisme untuk menjarah setiap repiiblik ex Soviet
Union, yang sudah terpecah sehingga mudah untuk dikuasai. Sebenarnya
pengalaman bangsa ini juga sudah cukup banyak. Taktik persekutuan dagang
VOC, untuk memecah belah dan mengadu domba agar dapat menguasai baik
bidang ekonomi, politik, dan kebudayaan. Masa tahun kolonial tersebut

B Media Indonesia, Minggu, 10 November 1996, Llm. 3.
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mewarl skan kebodohan minder, it: asionalitas, mental budak dan ketakutan
N untuk mengeiualkan suara, karena terlalu sering dipecah belah dan diadu domba

- oieh tuan-tuan pedagang dari negen Belanda. .

_ Hukmn yang mengatur kegiatan muitipartaz yang bertuj uan membangim
: demokra51 di Indonesm dalam pelaksanaannya tidak semudah yang

i _dzbayangkan Kebutuhan aneka ragam dari rakyat yang berasal dari. latar

bela.kang yang berbeda baik budaya, agama, maupunadatistiadat serta 11ngkat
' pendichkan akan beradu secara fair dan demokraus dan akan menghasﬂkan
- 'pemermtahan vang semakin lama semakin balk karena akan menunjuk
pemimpin yang mewakili semua aspirasi dan kepentingan mayoritas rakyat.
Multipartai akan mengangkat kepentingan setiap daerah. Karena desentralisasi
ekonomi dan politik akan menemui jalan yang mudah, sehingga justru menjamin
keutuhan kesatuan dan persatuan bangsa. Setiap sektor sosial, aliran dén
keyakinan masyarakat akan diperjuangkan lewat partai partai di Dewan
Perwakilan Rakyat. Negara hanyalah alat untuk melayani masyarakat dan untuk
kepentingan rakyat.

Hukum yang menjadi dasar berpolitik seyogyanya menampung kebutuhan
masyarakat Indonesia yang heterogen. Politik hukum yang diprogramkan dalam
pembangunan perlu memperhatikan perkembangan masyarakat yang semakin
cepat dengan meningkatnya media komunikasi melalui elektronik. Disamping
aturan juga penegakannya perlu dioptimalkan dalan kehidupan berbangsa kita
demi mencegah disintegrasi bangsa.

2. Pengertian Hukum, Politik Hukum dan Perkembangan Masyarakat

Pada umumnya, hukum dipandang oleh masyarakat saat ini sebagai
peraturan, atau undang-undang. Dan masyarakat melihat hukum sebagai
gambaran pemenuhan kebutuhan mereka dalam melakukan hubungannya dengan
anggota masyarakat laimnya, serta patokan pelaksanaan keadilan oleh penguasa.
Pandangan ini sebagian benar, karena hukum yang tidak mengandung aturan
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di tempat hukum tersebut berlaku,
dipandang tidak efektif. Namun demikian, hukum tidak sekedar undang-undang
atau peraturan tertulis.

Para ahli hukum berpandangan bahwa hukum tidak hanya peraturan
terfulis, tetapi juga peraturan tidak tertulis (kebiasaan yang mengikat anggota
masyarakat tersebut).
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. "Pandanwan ahh hukum ini d1pengamhi oleh szstem hukum yang dlanut v
3yaitu sxstem hukum kontmentai dan hukum dasar neoara yang tldak .
-' mengabalkan Reberadaan keblasaan yang hldup dan mengﬂ{a’s anggota'- L
_masyaiakat P '

_ _Lain dengan pandangan penganut hukum murn; bahwa hakekat hukurn .
: dapat d1paharm apabﬂa htﬂmm dian; ggap se"bacral sepelancrkat peraturan dalam ' -

~satu kesatuan yang! bemsx tata keh1dupan manusxa HaI itu belam bahwa teori_; B o
: hukum murm berusaha mencapax haszi—hasﬂnya semata—mata pada hukum posztlf B

g Austm B3, mengatakan bahwa hukum sebagm peiaturan yang dibuat oieh
:pengt.asa bemi_}uan m@n%’fm tmgkah laku manusia. - §

PadahaI hukmn ti dak saja pea aunan yang mengamr Lematan manusia
dan pergaulazmya ba;k tertuhs maupun ﬁdak tertuhs  tetapi juga prinsip-prinsip
: hukum prosedur hukum, 1emba0a~1embaca hukum yang terkait dengan
perad;lan dantmdakan administrasi hukum, dan sebagamya ol B

Roscoe Pound 3 mengemukakan bahwa hukum mengandung banyak
aspek, baik aturan tertulis, maupun etika kehidupan, mencakup kesusilaan,
keagamaan, petunJ uk moral, mekanisme berpolitik, adat istiadat pada umummya,
d.an pengawasan sosxal sebagzn suam keseluruhan. Penoertian hukum semacam

 John Austin, The Pure Theoy of Law and Analytical Jurisprudence, Harv .[L Lev, USA, 1942, him.
44-70,

4 Bahkan pakar hukum senior,” mengatakan bahwa iukum:

“memiliki banyak aspek, terdiri darj jauh lebik banyak komponen atau unsur vang lain, seperti filsafat
hukeim, sumber hukum, kaedah hukum, yurisprudensi, hukum kebiasaan, penegaian hukum, peleyanan
hukum, profesi hukum, lembaga hukum pranata hukum, prosedur dan mekanisme hukum, hukum
acara, pendidikan hukusn, penelitian hakum, perilaku hﬁl\ui"ﬂ masyarakat maupun peiabat hukuam, atau
perilaku profest hukum, kesadaran hukum, dan sebwamya Aspel-aspek di atas saling terkait dalam
satu sistem untuk melaksanakan fungsi hukum, sesuai dengan kebutuhan di mana hukum it diberlakukan”,
Berdasarkan uraian di atas, maka terlihat babhwa hukam dipandang sebagai aturan yang berkaitan satu
dengan lainnya secara konsisten lermasuk mekanisme dan prosedurnya, dan kebiasaan yang mengikat.
Hal tersebut berbeda dengan pandangan ahli hukum Amerika,'* vang melihat hukum pada pandangan
hakim d: pengadilan/keputusan di Pengadilan, dan peranannya sebagai lembaga hukum. [\eputuaan
pengadilan merupakan peraturan yang dapat dilkuti efeh hakim berikutnya. Hal ini sesuai dengan
pandangan,* hukum Amerika yang mengatakan bahwa: Law is what the courts will do in_fact. Pandangan
ahli hukum Belanda," menckankan pada kehendak pemerintal yang harus dituruti, Dan apabila tidak
dikenakan sanksi. Hukum dalam kaitan ini berfungsi sebagai mengatur kehendak pemerinzah, sekaligus
penegakannya.

** Roscoe Pound, The Task of Law,Franklin and Marshai College, Lancaster, Pennsylvania, USA,1946,
Terj. Muh. Radjab, Bhrata, Jakarta, 1965, p.35.
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ini dikenal pada abad pertengahan, tatkala kontrol sosial,'® yaitu kesadaran
bersama sebagai manusia yang dibatasi oleh kekuatan yang sepadan bagi
1ntens1tas (keadaan tingkatan, atau ukuran intensinya) untuk bertingkah laku
dalam cara-cara tertentu fanpa memandang secara berlebih-lebihan kepermngan
sendiri dengan lingkungan sekelilingnya — belum mengenal diferensiasi—yaitu
proses pembedaan' hak dan kewajiban wéu'ga masyarakat berdasarkan usia,
jenis kelamin— Icetxka hemya satu 1st11ah harus mencakup artian peraturan tertuhs
dan etxka serta kebzasaa:n pada umumnya kehidupan dalam masyarakat yan I
belol ganisasi pohﬁk di dalam negara-negara kota, adat pada umumnya, cian
pengawasan sosial, sebagai suatu keseluruhan.

Pada akhir zaman pertengahan, hukum Romawi dipaharmi sebaga; ntah
Raja yang diundangkan, bersifat mengikat (Codex Theodosius atau Peraturan
perundang-undangan Kaisar Justinianus)-yang diajarkan di universitas-
universitas, Plato, pada abad 4 SM, mengatakan bahwa negara yang ideal
hukum tidak dibutuhkan, karena keadilan yang berlaku sudah terdapat dalam
titah raja yang juga sebagai filosof.”” Hukum dianggapnya merupakan
pencerminan akal manusia yang paling serapurna dalam kehidupan bernegara
sehingga dapat diartikan sama dengan ilmu pengetahuan yang dijadikan patokan
bukanlah peraturan yang diundangkan, tetapi gagasan tentang urutan sebab
akibat, berdasarkan observasi.'®

Dinamika hukum terus berkembang sesuai dengan berkembangnya
pergaulan masyarakat. Oleh karena itu hukum harus bersifat mengayomi,
mengandung asas-asas yang dijadikan rambu-rambu dalam menentukan

* Kontrol sosial diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, him, 523,
sebagai kesadaran bersama sebagal manusia yang dibatasi oleh kekuatan yang sepadan bagi intensitas
(keadaan tingkatan, atau ukuran iatensinya) untuk bertingkah laku dalam cara-cara tertentu tanpa
memandang secara beriebib-lebihan kepentingan sendiri dengan lingkungan sekelilingnya. Belum
mengenal diferensiasi (proses pembedaan hak dan kewajiban wargs masyarakat berdasarkan usia, jenis
kelamin).

Y Encyclopaedia Britannica, Britanica Inc. USA, him. 716,

¥ Roscoe Pound, Op.cit., him. 37 Ahli filsafat positivis memikirkan tentang hakekat, seperti di dalam
hukum yang mirip dengan hukum fisika, dan ilmu bintang, yang dapat diketemukan dengan observasi
dan dibuktikan kebenarannya dengan observasi lebih lanjut yang terkait dengan perkembangan sosial
dan terletak pada dasar-dasar ilmu kemasyarakatan, Jadi dalam ilmu-ilmu kemasyarekatan terdapat
hukum.

Oleh karena itu ada pandangan bahwa hukum dipengaruhi ilmu-ilmu lain dil loar hukum itu. Hukum vang
adaiah gagasan ientang aturan, mengandung aps yang benar yang ditegakkan oleh penguasa, yang
mengatur keliidupan manusia, diundangkan dalam bentuk tulisan para ahli hukum tersebut, kemudian
pada abad ke 17 mengandung hak yang dilindungi hukum, diszhkan oleh Raja.
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- " keputusan mmﬂcmemenuhz kepentmgan masyarakat 9

' "'_sanaat dlbuttmkan '

: hulqml yang men gatakan dxbutuhkannya thembaI- politik; dan ketertiban hukum
yang b_crkeachlan. Ketertiban politik mengat_m_- bagaimana pemerintah
mengimplementasikan rencananya dalam melaksanakan pemerintahan dengan
menampung kebutuhan masyarakat yang kompleks. Ketertiban hukum
menentukan bagaimana hukum memfungsikan dirinya agar niat pemerintah
tercapai (misalnya dalam melaksanakan pembangunan) dan sesuai dengan
kebutuhan masyarakat di mana hukum diberlakukan. Hukum di Indonesia
sebagaimana di negara-negara lain yang bekas dijajah tidak hanya satu tetapi
beberapa sistem hukum.” Hal ini sesuai dengan pandangan yang dikemukakan

¥ Ibid, Encyclopedia. Menurut pengertian ini, hukum yang berwibawa adaiah sekumpulan penuntun
vang berwibawa atau dasar-dasar kebijakan, yang djkembang,kan dan ditetapkan melalui teknik penyusunan
yang baik dengan tujuan yang jelas yaitu meneapai ketertiban,

Dalam mencapai hokum yang otoritatif/berwenang memerintah atau berwibawa ini dwapm melalui
tahapan, dimulai dengan hukum untuk memelihara perdamaian, dengan cara menerapkan keadilan
mefalui ganti rugl. Hukwm semacam ini mengandung kaidah atau norma yang menentukan akibat
hukum tertentu dan terperinei bagi suata keadaan atau situasi tertentu vang berkenaan dengan fakta,
yang dilaksanakan dengan menggunakan pemikiran secara rasional oleh para ahli hukum dalam
pelaksanaannya dengan dipagari asas-asas.

Hukum terus berkembang seiring dengan berkembangnya masyarakat vang diindikasikan dengan
bervariasinya pemanfaatan sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dengan demikian diharapkan
hukum dapat menfungsikan dirinya agar tidak tertinggal dari perkembangan sekelilingnya. Disamping
itu tantangan semakin bertambah dengan rumitnya ketertiban ekonomi. Hukum harus menampilkan
diri dapat mepampung permasalahan yang terjadi. Hukum tidak harya berfungsi sebagai aturan tingkah
laku antar anggota masyarakat, tetapi juga tingkeh laku perusahaan.

Keinginan manusia berkembang terus, pemikiran meningkat sehingga mulai memikirkan bahwa hukum,
disamping mengandung aturan tingkah laku manusia, mengandung asas untuk menjadi pedoman dalam
merafsirkan hukum, Kontrol sosial difusgsikan, tidak sebagaimana pada abad pertengahan sebelum
Masehi. Hal ini dibutuhkan untuk memenuhi tujuan hukum tentang bagaimana anggots masyarakat
memandangnya vatuk memenuhi kebutuhan mereka.

#® Roscoe Pound, Op.cit,, hlm. 53,

3 Kenichi Ohmae, Government in The Post-National Era, Whaton Scool Publishing, Wharton
University, Pensylvania, 2002, p. 121.
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Lo Roscoe Pound 0 selanjutnya mengatakan bahwa pada a.bad akh1r abad_

ke 17 memasuki abad ke 18 pemikiran ahli hukum semakin bergeser pada - -

'. pemikn'an bahwa ketert;ban hukum dzanggap belmjuan memelihara mkad baik, - -
_ '_dankesusﬂaan Apay yang d:benalkma dalam kmdahkesusﬂaan dlbenarkan dahm' i

_ hukum. Pada Abad ke 19 hukum berfungswnmk menc;ptakan keternban agar = -
;'.hakpnbadi dﬂmdung1 sebebas—bebasaya dan oleh k'irenanya undang—undang S

'bad ke 20 memasukl abad ke 21 menampﬂkan pemﬂm an para ahh e
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N ahh hukum “bahwa hukum d;katakan efektif apabila memenuhi kebutuhan
- peiaksanaan pemban.gunan yang diartikan, 3 sebagax tmdakan merombak
- __imemperbaﬂq atau menghapuskan ' il

- :3 Pohﬂk Hukum dan Perkembangan serta Susunan Masyarakai
Pohnk hukum adalah salah satu dari tiga aspek kerangka kajian hukum
selam Filsafat htﬁmm dan Ilmu hukuim, yang mempunyai kekuatan sahng tank

- o menank, Filsafat hukum lebih banyak meramu ide-ide tentang hukum, dan. dlolah

B oleh ﬂmu hukum Poht]k hukum Jebih banyak mengawh pada perumusan  konkrit

tentang apa danbagaimana seharusnya hukum yang akan datang akan dibentuk
dan dirumuskan agar memenuhi kebutuhan masyarakat dan tujuan pemenntah
dajam program-programiya untuk mensejahterakan rakyat.

- Keberadaan hukum menuntut adanya persyaratan yang merupakan
kebutuhan yang harus dipenuhi sesuai dengan hakekat hukum dasar dalam
negara tersebut. Agar hukum yang akan dibeniuk ditaati dan memberi kearnanan
bagi masyarakat Indonesia, maka hukum tersebut hendaknya mengandun g
pesan yang tergambar dalam pembukaan UUD 45, yaitu bagaimana agar rakyat
Indonesia dapat melaksanakan kehidupan yang bebas scbagai suatu bangsa
yang merdeka. Hal itu menuntut adanya persyaratan, baik yang terkait dengan
perangkat hukum/peraturan perundang-undangan, maupun sistem hubungan
sosial dalam kehidupan masyarakat dengan berbagai aspek kehidupan,
termasuk berinteraksi dengan dunia fuar,

Konsepsi umum mengatakan bahwa hukum, khususnya peraturan
perundang-undangan (tertulis), adalah produk politik. Bukan saja oleh lembaga-
lembaga politik seperti Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan
Rakyat, atau Presiden, tetapi peraturan perundang-undangan pada dasarnya
akan mencerminkan berbagai pemikiran dan kebijaksanaan politik yang paling
berpengaruh dalam negara yang bersangkutan. Pikiran politik dan kebijaksanaan
politik yang berpengaruh tersebut dapat bersumber dari idiologi tertentu,
kepentingan tertentu (seperti kepentingan para konglomerat), atau tekanan-

-

# Mochtar Kusumaatmadia, Fungsi Holum Dalam Pembangunan Nasional, Bandung, Bina Cipta hlm. 7,

¥ Mochtar Kusumaatmadja, Pembinaan Dan Pembaharuan Hukum Dalam Pembangunan Nasional,
BinaCipta, Bandung, 1978, him. 7.
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iekanan sosrcﬂyangkuatdanmasyarakat 2. St

Pada ummnnya doktrm yang chanat suatu negara akan mempengaruhl S

- poht}k hukum negara tersebut ‘Dokirin sosialisme akan mempengaruhl politik

.hukmnnegmayang menganutnya dantenmnyaberbeda dengan pohtxkhu}mm
'11egara yang didasarkan doktrm kapltahsme Hukum yang dibentuk akan
- _berbeda rmsalnya szganegarapenganut doktnn 5051ahsme huimm di bzdang_ L

 ekonomi di negara tersebut akan menerapkan dalam ketentuannya pcmbenan o

i kewenangan kepada pemenntah untuk mempengaruhl kegiatan ekonomi. -

B ‘Demikian pula hukum di bldang ckonomi pada negara penganut doktrin A
- kapltahsme akan banyak mengandung ketentuan mengenai ekonomi pasar Dz S

bidang politik di negara tersebut akan d}pengaruhx oieh pemermtah untuk
kepentmoan rakyat R -

DI negara yan g meme gan prln31p demokrasx akan berbeda
pclaksanaarmya Kemaudzr;an rakyat akan dlperhatikan dan penlerlntah
berperan mengkoordmasxkalmya Namun demikian secara seutuhnya prinsip
itu akan dilakukan di negara-negara maju yang sifat masyarakatnya homogen,
tidak sebaoazmana di Indonesw yang masih bersifat heterogen
(keanekaragaman) dan keadaan ini biasa terjadi di negara berkembang akibat
penjajahan,

Disamping itu dengan semakin tipisnya batas teritorial negara-negara di
dunia, maka dasar permbentukan hukumpun ikut terpengaruh. Pelaksanaan
hukum dari negara-negara yang melakukan hubungan perdagangan akan
mempengaruhi sistem hukum masing-masing negara tersebut, bergantung dari
obyek-obyek yang diatur. Saat ini, > tidak tepat lagi untuk membedakan secara
tajam antara ‘serbanegara’dan ‘serba pasar’, karena bagi kebanyakan negara,
pendekatan yang serbaidiologis sudah berangsur-angsur ditinggalkan, dan yang
dipakai sebagai patokan adalah idiologis negara untuk melindungi rakyat dan
membuka dirt menerima prinsip dari belahan dunia luar yang dikombinasikan.

D1 bidang politik dengan cara multipartai politik hukumnya adalah
menunjang pelaksanaan hak anggota masyarakat dalam menentukan haknya

3 Bagir Manan, Pembinaan Hukum, Kumpulan Karya Tulis Menghormati 70 tahun Prof.Dr. Mochtar
Kusumaatmadja, S.H.,LL.M, Unpad Prss, Bandung, 1999 hlm. 231,
% Bagir Manan, Op.cit., hlm. 232,
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| dan juga mnduk pada kewaj 1bannya yaitumewujudkan cita-cita dalam kehzdupan

| _berbangsa dalam keberadaan masyarakat Indonesia yang beragam. sangat
"-1entan teﬂladap dzsmtegram bangsa. Oleh karena itu dalam menentukan politik

_ hukum unsur-unsur ini perlu dlpelhatzkan misalnya bagaunana pengaturam}ya_

o terhadap mkyat yang tingkat pendzdzkalmya rendah (yang lebih banyak jumlahnya
di daerah daerah) dalam memanfaatkan peluang mengeluarkan suara agartidak

o dl_] adikan komodltas oleh plhak~p1hak yang t;dak beztanggun g Jawab untuk
= kepentzngamya daiam mencari kelcuasaan. : . fnn

D Penump y
1. Kemmpuian : .
a  Pengaturan hukum yang menjadi patokan pelaksanaan Parpol dalam

. kehidupan berbangsa terus berubah sesuai perkembangan
perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam, terakhir

ditampung dalam UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik,
Politik hukum dalam memenuhi pelaksanaan multipartai masyarakat
Indonesia yang heterogen dilakukan dengan memperhatikan keadilan
terhadap rakyat, antara lain memperhatikan keberadaan masyarakat
baik terhadap budaya, agama, dan adat istiadat yang berbeda.

2. Saran
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a

Seyogyanya pelaksanaan kegiatan partai politik disamping melakukan
pemahaman dan usaha mencapai tujuan memajukan dan
mempersatukan bangsa, juga memperhatikan pendidikan berpolitik
dan pendidikan dalam mempersiapkan anggota untuk menjadi
permimpin.

Untuk mencapai efektivitas pelaksanaan prinsip demolaasi berpolitik
dalam masyarakat yang heterogen, juga hendaknya memperhatikan
hak masyarakat yang tingkatan pendidikannya masih rendah dan sering
dimanfaatkan untuk kepentingan partai, melalui sosialisasi dan praktek
pelaksanaannya.
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